
BUPATI GIANYAR 

PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI GIANYAR 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 122 TAHUN 2018 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTU AN SOSIAL YANG 

B E R S U M B E R DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN GIANYAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GIANYAR, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Gianyar, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar, sudah 

tidak seuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga 

perlu perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Gianyar; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat 1 Bal i , Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6537); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daearah 

Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4); 

7. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 

Nomor 122), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 

122 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 



dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah 

Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 109); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

B E R S U M B E R DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN GIANYAR. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 122 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar 

Tahun 2018 Nomor 122) yang telah beberapa kali diubah 

dengan Peraturan Bupati: 

a. Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar 

Tahun 2019 Nomor 8); 

b. Nomor 109 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar 

Tahun 2019 Nomor 109); 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai ber ikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Gianyar. 

3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum Daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah 

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan 

APBD. 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku 

Pengguna Anggaran. 

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 

Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 

anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD 

dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 

badan / dinas / bagian keuangan selaku Bendahara 

Umum Daerah. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjumya 

disingkat RKA- PD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi program, kegiatan dan 

anggaran PD. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan 

anggaran badan/dinas/ bagian keuangan selaku 

Bendahara Umum Daerah. 



13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya 

disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha milik Daerah, Badan, Lembaga dan 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk 

menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

Daerah. 

15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa 

uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 

sosial. 

16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang j i ka 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin 

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

disingkat APBD, antara Pemerintah Daerah dengan 

penerima Hibah. 

18. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di 

Daerah yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata 

krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara 

turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau 

Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan 

harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri. 



19. Perangkat Desa Adat adalah wadah organisasi sosial 

kemasyarakatan yang berada dan bertanggung jawab 

kepada Bendesa Adat, seperti Banjar Adat/Banjar Adat, 

Sekaha Teruna-Teruni, Pecalang, Sekaha Istri, Sekeha 

Kesenian, dan sebutan lainnya. 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha 

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, 

Badan/Lembaga, serta Organisasi kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat 

menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada 

Bupati, dilengkapi dengan rencana penggunaan dan 

rencana anggaran, ditanda tangani oleh pemohon Hibah. 

(2) Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi 

usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada 

Bupati melalui TAPD. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 

prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. 

3. Ketentuan Pasal 9 diubah berbunyi sebagai ber ikut: 

Pasal 9 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

melakukan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) dari Badan/Lembaga dan 

Organisasi Kemasyarakatan, sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(2) PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

melakukan evaluasi usulan Hibah dari Desa Adat atau 

Perangkat Desa Adat, yaitu : 



a. Dinas Pertanian melakukan evaluasi usulan Hibah 

untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan Subak 

di Desa Adat; 

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan 

evaluasi usulan Hibah untuk kegiatan pembinaan dan 

pengembangan industri kecil dan kerajinan di Desa 

Adat; 

c. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga melakukan evaluasi 

usulan Hibah untuk pemberdayaan Sekeha Teruna, 

kegiatan olah raga dan seni di Desa Adat; 

d. Dinas Pekerjaan Umum melakukan evaluasi usulan 

Hibah bangunan fisik untuk Desa Adat atau Perangkat 

Desa Adat; 

e. Dinas Kebudayaan melakukan evaluasi usulan Hibah 

untuk Sekeha Istri dan kegiatan pelestarian serta 

pengembangan adat, seni dan budaya di Desa Adat; 

f. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi usulan hibah 

untuk kegiatan Pasraman dan Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) Hindu di Desa Adat; dan 

g. Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi 

usulan Hibah untuk kegiatan Dewa Yadnya, Manusa 

Yadnya dan Pitra Yadnya. 

(3) Bupati dapat menunjuk PD lain diluar PD terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan 

evaluasi usulan Hibah dari Desa Adat atau Perangkat 

Desa Adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 

4. Ketentuan Pasal 15 diubah berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta 

besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan 

dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD 

dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan 

Keputusan Bupati. 

(2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan Hibah. 



(3) Penyaluran atau penyerahan Hibah dari Pemerintah 

Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah 

penandatanganan NPHD. 

(4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan 

mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal I I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar. 

Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal 10 Pebruari 2021 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal 10 Pebruari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR. 

I MADE G E D E WISNU WIJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 4 


